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Judul Jalan Tol Jakarta-Tangerang: Tarif Taneeal Rabu, 9 Oktober
Naik Tunggu Momentum g8 2019
Media Bisnis Indonesia (Halaman, 7)
Resume BPJT memastikan tarif jalan tol Jakarta-Tangerang akan mengalami kenaikan dan
hanya tinggal menunggu momentum.

» JALAN TOL JAKARTA-TANGERANG

Tarif Naik Tunggu Momentum

Bisnis, JAKARTA — Badan
Pengatur Jalan Tol (BPJT) me-
mastikan tarif jalan tol Jakarta-
Tangerang akan mengalami
kenaikan dan hanya tinggal
menunggu momentum.

Kepala BPIJT Danang Pa-
rikesit, mengatakan bahwa
sampai akhir tahun ini akan
ada beberapa ruas tol vang
akan dilakukan kenaikan tarif,
salah satu yang sudah pasti
adalah tol Jakarta—Tangerang.

“Yang sudah adalah Jakarta-
Tangerang, maksudnya vang
sudah ditandatangani Menteri
PUPR, tapi Pak Menteri ber-
pesan kenaikan tarif ini harus
melihat situasi di masyara-
kat,” ujarnya kepada Bisnis,
pekan lalu.

Sebelumnya sempat tersiar
kabar penyesuaian tarif Tol
Jakarta—Tangerang yang sedi-
anya dilakukan dalam waktu
dekat, ditunda, dengan alasan
masih membutuhkan waktu
sosialisasi untuk menerapkan
tarif baru tersebut.

Padahal, melalui akun Insta-

gram resminya, Jasa Marga su-
dah mengumumkan rencana
penyesuaian tarif untuk ruas
Tol Simpang Susun Tomang—
Tangerang Barat—Cikupa.
Danang menambahkan, apa-
bila dilihat dari perjanjian
pengusahaan jalan tol (PPIT),
terdapat beberapa ruas yang
memang sudah dimungkinan
untuk dilakukan kenaikan
tarli “Tetapi kita lihat juga
dinamika di masya-
rakat, apakah waktunya juga
sesuai untuk kenaikan tarif.
Sampai akhir tahun ini ada
13 ruas yang akan dilakukan
kenaikan tarif,” tuturnya.
Beroperasi sejak 1984, Ja-
lan Tol Jakarta—Tangerang
dengan panjang 33 km ini
juga menghubungkan Jalan
Tol Dalam Kota Jakarta dan
JORR W1 yang menuju ke
Jalan Tol Prof. Dr. It Sedyatmo.
Sejak dioperasikan, Jalan
Tol Jakarta-Tangerang telah
melewati beberapa tahapan
pengembangan untuk me-
ningkatkan layanan. Misalnya

pada 2017, dihapuskan titik
transaksi pada Gerbang Tol
(GT) Karang Tengah agar
mempercepat waktu tempuh
dan mengurangi titik trans-
aksi, yang berdampak pada
perubahan sistem penarifan
dari sebelumnya terbuka pro-
porsional sesuai jarak tempuh
menjadi pola terbuka merata
(tarif tunggal) dengan meng-
gabungkan 2 ruas tersebut.
Irra Susiyanti Marketing and
Department Head PT Jasa
Regional Jabodetabek-
jaharsehehunnya
bahwa ketiga ruas jalan tol
milik Jasa Marga yakni Tol
Jagorawi, Tol Jakarta—Tang-
erang, dan Tol Dalam Kota
“Untuk ketiga ruas tersebut,
audit Standar Pelayanan Mini-
mal [SPM]-nya untuk semester
1/2019, tetapi apabila mau
penvesuaian tarif, nanti dari
tim audit akan turun lagi.”
ujarnya kepada Bisnis. rizia
Putri Kinanti)
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Judul Berita Foto Tanggal 2019

Media Bisnis Indonesia (Halaman, 7)

Jalan tol layang sepanjang 36,4 kilometer ini dipastikan rampung dan siap
Resume beroperasi pada akhir tahun ini yang diprediksi dapat mengurangi kepadatan
lalu lintas hingga 30% di jalan tol yang sudah ada.

P TOL JAKARTA-CIKAMPEK Il SIAP BEROPERASI

-----

Biznis/Dedi Gunawan

SEjumIah kendaraan melintas di dekat proyek  dansiap beroperasi pada akhir tahun ini yang diprediksi
pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek  dapat mengurangi kepadatan lalu lintas hingga 30% di
(Japek) || di Bekasi, Jawa Barat, belumlamaini. Jalantol  jalan tol yang sudah ada.

layang sepanjang 36,4 kilometer ini dipastikan rampung
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Judul Aturan Wajib SNI Bakal Diperkuat Tanggal 2019
Media Bisnis Indonesia (Halaman, 7)
Baja tulangan beton yang tidak berlabel SNI kian marak digunakan di sektor
Resume konstruksi. Pemerintah menyiapkan aturan baru yang memperkuat penggunaan

bahan bangunan bersertifikat SNI melalui omnibud law.

» KONSTRUKSI TULANGAN BETON

Aturan Wajib SNI Bakal Diperkuat

Bisnis, JAKARTA — Baja tulangan beton yang tidak
berlabel Standar Nasional Indonesia kian marak
digunakan di sektor konsiruksi. Pemerintah menyiapkan
aturan baru yang merrperkual penggunaan bahan
bangunan bersertifikat SNI melalui emnibus law.

Aprisnus Dend T
rodaksi@bisnis com

Direkiur Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian PUPR Syarief Burhanud-
din, mengatakan bahwa peredaan baja
tulangan beton yang tidak terstandar-
disasi SNI salah satunya disehabkan
oleh membludaknya impor baja di
Indonesia vang hampir menventuh
6 jula ton per tahunnya di lengah
produksi haja nasional vang mencapai
16 juta ton per tahunnya.

“Jadi kalau ada impor 5.9 juta ton
baja, lalu ditambah produk [baja
tulangan beton] domestik y tidak
sesual SNI, maka kl.lalll'.ﬁ\::.llg'lglllm
kita ke depan tidak bisa kita yakini
[keamanan konsiruksinya). Padahal ke
depannya kita harus mengacu pada
kualitas vang bagus, tepat mutu, tepat
wakiu, dan tepat biaya,” ujarnya di
Jakarta, Selasa (8/10).

Diketahui, China adalah produsen
terbesar baja di dunia. Negeri Tirai
Bambu tersebut mampu memproduksi
sekitar 800 juta ton baja per tahun
atau setengah dari kebutuhan global
vang mencapai 1,6 miliar ton baja
per tahunnya

Syarief berpendapat, pembangunan
di China yang cenderung stagnan me-
nyebabkan keran ekspor baja dibuka
selebar-lebarnya ke banyak negam,
termasuk ke Indonesia.

Menanggapi fenomena tersebat,
Kementerian Peketjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) pun me-
lakukan sosialisasi Surat Edaran No.
13/SE/M/2019 tentang Penggunaan
Baja Tulingan Beton Sesuai Deng-

» Rencana ke depan dari
pemerintah adalah penerap-
an skema penyatuan aturan
atau omnibus law, di mana
salah satu dampaknya ada-
lah pergeseran persyaratan
pendirian bangunan.

an Standar Nasional Indonesia di
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Sural Edaran ini menguatkan
Permen Perindustrian No. 14/2018
tentang Pemberlakuan Standar Masi-
onal Indonesia Baja Beton
dan Permen PU No. 29/PRT/M/2006

susuhsaﬂ harus m:rr}wltuh tiga pe-

mpﬁnmmahdan

rms\'amka penvedia jasa konstruksi
‘-Eji.nl konsultan dan kontaktor; dan
produsen material konstriksi, yang
dalam hal ini adalah produsen baja
tulangan beton.

“Kami berharap seluruh tulangan
baja yang beredar ber-SNI [Standard
Nasional Indonesia]. Kuncinya juga
bukan hanya di hilic wetapi di hulu
juga, vaitu Kementerian Perdagang-
an dan Kementeran Perindustrian.
Mereka harus jadi bay dari tim
[sostalisasi dan komtrel],”

OMNIBUS LAW

Selain itu, Syaril juga menyebutkan
rencana ke depan dari pemerintah
adalah penerapan skema penvatuan

aturan atan omnibus I, yang salah
satu dampaknya adalah pergeseran
persyaratan pendirian bangunan.
*Jadi bukan hanya IMB [Lzin Mends-
rikan Bangunan| vang menjadi syacat
untuk mendirikan hangunan Bahkan,

nantinya IMB ada kecenderungan
nanti tidak menjadi svarat. Yang akan
ditingkatkan ke depannya adalah
standardisasi bangunan,” paparnya.

Menurutnya, dengan penerapan

Penggunaan
Baja Tulangan

Bangunan

L Gedung
. sesuai SNI

Pengaturan baja tulangan sesuai SMI adalah:

ngunan vang tidak sesuai dengan
sta.udar vang dlmplca.u_ “lIu yang

vang dikeluarkan,” imbuhava

Selain itu penguatan di bidang
pengawasan juga harues dilakukan,
muhiduiﬁngh kabupaten hingga
provinsi.

Syaril menegaskan pengawasan ku-
alitas dan standar material proyek
menjadi g produsen dan kontrakior
provek konstruks. Tujuannya adalsh
untuk meminimalisasi penggunaan
produk vang belum bersertifilkat SNIL

“Ada alat vkur untuk memeriksa
ukuran [baja mulangan beton]. Bukan
hanva ukuran saja tapi juga kualitas
bajanya itu ken hares divji.” ujamya.

Humas P'I'lea.\a Karva (Persem)
Thik. Fekum 0, HeT
bahwa pihaknya selaln melakukan
pengecekan dan pengontrolan Kuali-
tas material atau produk yang .d;an

dibubungi Bisnis, Selasa (8/10).
Setali tiga vang, Svarief pun menilsi
produsen memikiki peran penting
sehagai ganda pertama dalam men-
jaga kualitss dan standar produk.
Dia menambahkan, dengan produsen
memproduksi material berstandar SNI
maka konsumen tidak perlu ragu-
ragn dan khawatir bahwa produk
vang digunakannya berkualitas buruk.
“ladi hanes dipastikan semua pro-
duk vang ada di pasar sudah SNL
Itu vang paling penting. Masyaralt

muanya SNL~



Judul Akses Air Minum: Kebijakan Perlu Tangeal Rabu, 9 Oktober
Diselaraskan g8 2019
Media Bisnis Indonesia (Halaman, 7)
Kementerian PUPR menilai perlu penyelarasan sejumlah regulasi dalam rencana
Resume .
penambahan tugas dan fungsi BPPSPAM.

P AKSES AIR MINUM

Kebijakan Perlu Diselaraskan

Bisnis, JAKARTA — Kemen-
terian Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat (PUPR)
menilai perlu penyelarasan
sejumlah regulasi dalam ren-
cana penambahan tugas dan
fungsi Badan Peningkatan Pe-
nyelenggaraan Sistem Penye-
diaan Air Minum (BPPSPAM).
Penambahan tugas dan fungsi
tersebut ditujukan guna mem-
percepat peningkatan akses air
minum yang saat ini belum
mencapai target.

Anggota BPPSPAM Unsur
Penyelenggara Henry M.
Limbong, mengatakan hing-
ga saat ini penyusunan ka-
jlan penambahan tugas dan
fungsi lembaga tersebut be-
lum rampung. Penyusunan
kajian sudah dimulai sejak
dua bulan silam saat diminta
oleh Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono.

Menurut Henry, salah satu
fungsi yang akan ditambahkan
adalah fungsi penanggung
jawab proyek kerja sama
(PJPK). Namun, inisiatif ter-

sebut terbentur regulasi yang
belum selaras. “Harmonisasi-
nya yang lama. i kita
banyak dan saling terkait.
Jadi tidak mudah mengubah
satu regulasi karena harus
melihat regulasi di atasnya,”
jelas Henry kepada Bisnis,
Selasa (8/10).

Untuk diketahui, saat ini,
tugas dan fungsi BPPSPAM
diatur dalam Peraturan Presi-
den No.90 Tahun 2016 tentang
BPPSPAM. Beleid ini merupa-
kan turunan dari Peraturan Pe-
merintah No.122/2015 tentang
SPAM. Pengaturan lebih rinci
terkait operasional BPPSPAM
diatur lewat Peraturan Menteri
PUPR No.36/2016.

Berdasarkan payung hukum
tersebut, BPPSPAM bertugas
untuk membantu pemerintah
pusat dan pemerintah daerah
dalam meningkatkan penye-
lenggaraan SPAM vang dilak-
sanakan oleh badan usaha
milik negara atau daerah.

Untuk mendukung tugas
tersebut, BPPSPAM memiliki

fungsi penilaian kinerja per-
usahaan air minum, fasilitasi
kerja sama, dan pemberian
rekomendasi terkait penye-
lenggaraan SPAM dan pe-
menuhan pelayanan kepada
pelanggan.

Selain fungsi PJPK, fungsi
lain yang bakal ditambahkan
yaitu fungsi penyiapan dan
perencanaan proyek SPAM.
BPPSPAM juga bakal bisa
mengawasi penyelenggaraan
SPAM. Henry mengatakan
penambahan tugas dan fungsi
bakal sejalan dengan revisi
Peraturan Pemerintah No.122
Tahun 2015 yang ditargetkan
rampung tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Ha-
dimuljono sebelumnya me-
ngatakan aspek kelembagaan
BPPSPAM perlu diperkuat un-
tuk mempercepat pencapai-
an akses air minum. Hingga
akhir 2019, pencapaian target
akses air minum 100% di-
perkirakan hanya mencapai
level 76,2% atau di bawah
target. (rivki Maulana)




Judul

Program SDGs Minim Dana

Tanggal

Rabu, 9 Oktober
2019

Media

Kompas (Halaman, 1)

Resume

Tanpa inovasi pembiayaan, target menyejahterakan rakyat melalui Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs tahun 2030 akan meleset.

rogram

DGs
inim
ana

Tanpa inovasi pembiavaan, targel
menvejahterakan rakyat melalui Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs
tahun 2030 akan meleset,

JAKARTA, KOMPAS — Konferensi
Perdagangan dan Pembangun-
an Perscrikatan Bangsa-Bangsa
atau UNCTAD memperkirakan,
dunia kekurangan dana senilai
25 triliun dollar Amerika Seri-
kat per tahun untuk membizyai
program vang dibutubkan guna
mencpmi tangel Tujuan Pem-
bangunan Berkelanjutan atau
SDGs pada 2020, Guna men
jalankan program, semua pe-
mangku  kepentingan  paham,
perlu mobilisasi signifikan da-
lam pembizyaan, investasi, dan
sumber daya,

Wakil Presiden Juswl Kalla
pada pidato pembukaan Konfe
rensi SD4Gs bertajuk *Lant Ber-
kelanjutan untuk Meningkat-
kan Kesejahteraan dan Mengu-
rangi Kesenjangan” di Jakarta,
Selasa (B/10/2019), memyampai-
kam tantangan pembiayaan un-
tulk menjalankan o -
ram-program  SDGe, Acara ftu
dilaksanakan Badan Perenca-
naan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Program Pemba-
ngunan  Perserikatan  Bang-
sa-Bangsa (UNDP), dan Global
Environment Facility psda 8-9
Oktober 20019,

SDdGs merupakan konsensus
semun negara anggata PER ten-

Berkelanj

Ekosi.';l':,em Lautan

b

tang pembangunan  berkelan-
jutan yang dirumuskan dalam
17 tujusn mulai tshun 2016
sampal 2030, Meski merupakan
program  internasional, kata
Kalla, SDGs linder dengan tuju-
an pemerintah untuk menye-
jahterakan rakyat Indonesia.

Tujuan menghilangkan ke-
misgkinan ada di urutan perta-
ma. Tujuan lain mencakup bi
dong  kesehatan, pendidikan,
ketenagakerjaan, industri, ling-
kungan hidup, dan kemitraan
untuk menrcapai tujuan,

Salah satu yang jadi kendala

[Barsambung ke him 11 kol 1-2)

>= BACA JUGA:

Akomodasi Aspirasi
Selaln mengantisipasi
perkembangan teknelesd,
perencanain nastonal mes-
ti terintegrasi dengan prog-
ram Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) se-
kaligus mengakomodasi
aspiragi masvarakat,
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Program SDGs Minim Dana

[Samburgan dari halaman 1)

negara-negara  berpendapatan
menengah ke bawah untuk
mencapai target SDGs, terma-
suk Indonesia, adalah urang-
mya dana, Namun, jika semua
pemangku kepentingan berko-
laborasi, Kalla yakin program
biza dilaksanakan.

Dialog Tingkat Tingg di Mar-
kas Besar PHE di New York, AS,
Kamiz (26/9), bahkan secara
khusuz mengangkat perscalan
kurangnya  pembiayasn untuk
mencapai target SDGs Kalla
hadir sebagai salah satu nara-
sumber pada acara bertajuk
"Mobilizasi Dana untuk Aksi
Tklim dan Kekurangan Pembia-
vian SDGs" tersabut,

Kemitraan

Kepala Bappenas Bambang
P& Brodjonegoro mengatakan,
kemitraan jadi keniscayaan un-
Tuk biss mencapat Larget SDGs,
termasuk dalam hal pembiayi-
an Arting, SDGs tak mungkin
tereapai kalau hanya mengan-
dalkan anggaran pemerintah.
(leh karena ita, perlu sumbser
dana lain, seperti dari swasta
dan filantrop.

Baumbany menumbahkan, gu-
na mencapai target, perlu fub
pembigyuan SDGs. Selaku koor-
dinator nazsional, Bappenas ber-
inisiatif menjadi huh pembiaya-
an yang menjembatani kolaba-
rasi pembiayaan dari berbagai
sumber, “Hub itu unit di Bappe-
m Tidak  mengumpulkan
wing, tetapi mengidentifikasi
sumber-sumber dana vang po-
tensial.” ujarnya

Menputip pidato  Kalla di
Markaz PRE, fungsi utamsa Jib
meliputi membukakan  pintu
pembimyaan inovalif, memba-
ngun jaringan mencorok-
kan strategi, mengembangkan
maode] instrumen dan teknologi
pembizyaan, serta membangun
kapasitas dan berhagi pengeta-
Fivan,

Bappenss akan mengidenti-
fikasi sumber dana kemudian
mengarahkannya ke aksi kon-
kret. Harapannya, tak ada aksi

vang kelebihan dana atau kelou-
rangan dana

Sekretaris Eksckutif Komisi
Ekonomi dan Sosial PEB untuk
Asia Pagifik (L'N-ESCAT) Armi-
da Alisjahbana dalam pembu-
kaan konferensi menyatakan,
Sidang  Majelis Umum  PEB
September lalu - mencguhkan
kembali komitmen negara-ne-
para pada pencapaian  target
SDGs pada 2060, Dalam kesem-
patan ity, disepakati juga se-
Jumlah aksi konkreet bersama,

Katalis

Kesejehteraan  dan  ketim-
pangan yang terjadi pada ma-
syarakat pesisiv menjadi sorot-
an, Menurut Deputi Bidang
Ekonomi Bappenas  Bambang
Prijambode, kontribusi sekior
maritim dalam pertumbuhan
produk domestik bruto nasio-
nal ditargetkan meningkat dari
64 persen tahun 2005 menjadi
12,5 persen pada 2045, Artinya,
rata-rata  Larget  pertumbuh-
annya 0.2 persen per tahun.
“Angka ini tergolong lambat.”
ATV,

Percepatan pertumbuhan
ekonomi kelautan butuh tek-
nologi digital sebagal katalis.
Teknolog ini mesth mendukung
inklusivitas ekonomi masyara-
kat pesisir, termasuk nelayan.

Menurut  Dekan  Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan
Imstitut Pertanian Bogor Loky
Adviantn, secara umum, pe-
ngembangan ekonomi kelaulan
berkelanjutan mendukung tu-
juan SDGs nomor 14, "Ekosis-
tem laut yang lestari akan me-
ningkatkan produktivitas dan
kualitas hidup masyarakat pe-
sigin" kata Lulgy,

Keta Umim Azosiagi Peng-
usiha Pengolahan dan Pema-
saran Produk Perikanan Indo-
nesia Budhi Wibowo berpends-
pat, perlu kebijakan yang men-
dornng  produksi perikanan
tangkap dan budidaya. Kehijak-
an it mencakup penyederha-
nagn izin serta fokus memper-
baiki infrastruktur, seperti lis-
trik, irignsi, jalan, pelabuban,
dan pabrik es (LASIUDLKTY




Judul

Surge Sepeda ala Singapura

Tanggal

Rabu, 9 Oktober 2019

Media Kompas (Halaman, 18)
Menjadikan sepeda sebagai bagaian dari moda transportasi public adalah
Resume program utama Singapura. Program itu melengkapi program Walk2Ride, yang

mendukung warga berjalan kaki di trotoar.

Surga Sepeda ala Singapura

Menjadikan sepeda sebagai bagian dari moda transportasi publik adalah program utama Singapura. Program itu
melengkapi program lWalk2Ride, yang mendukung warga berjalan kaki di trotoar. Jalur sepeda dan trotoar
menghubungkan perumahan, halte, stasiun, perkantoran, dan fasilitas kota lainnya.

Helena F Nababan

ini Khaled (33) bersepeda

dari rumahnya di kawasan
perumahan rakyat (pubfic hou-
sing) Woodlands di wilayah uta-
ra Singapura menuju tempat
kerjanya di Punggol, wilayah
timur Singapura.

Setiap hari ia menempuh se-
kurangnya 20 kilometer be-
rangkat dan 20 kilometer pu-
lang. Tak ada rasa lelah lagi
seperti saat awal memulai, ia
pun kini terbiasa dengan waktu
tempuh yang lebih cepat da-
ripada naik kendaraan umum.

"Kalau saya naik angkutan
umum, saya perlu satu jam le-
bih untuk sampai Punggol atau
sampai rumah. Dengan berse-
peda, saya hanya butuh 40-45
menit untuk menempuh jarak
itu,” kata Khaled vang ditemui
pada Kamis (12/9/2019) di ka-
wasan Tiong Bahru, Singapura,
tengah beristirahat setelah ber-
sepeda dari rumahnya.

Pada Kamis pagi itu ia ke-
betulan tengah mendapat jad-
wal libur. Karena itu, ia meman-
faatkannya untuk bersepeda,
menjelajah Singapura dari sisi
utara ke pusat kota sekaligus
mengunjungi kawannya.

"Trek sepeda di Singapura
sudah lumayan. Saya tidak ke-
repotan bersepeda meski ka-
dang harus ekstra hati-hati saat
berbagi jalur dengan pejalan ka-
ki. Sepeda membuat badan se-
hat, dompet aman. Pada hari
kerja, begitu sampai kantor, sa-
va tinggal mandi dan ganti baju.
Kantor saya menyiapkan fasili-
tas kamar mandi,” katanya sam-
bil tertawa,

Selain Khaled, pemandangan
warga di "Kota Singa” berse-
peda mudah dilihat. Kompas
yvang saat itu berada di Singa-
pura bersama 15 jurnalis pe-
nerima Asia Journalism Fel-
lowship (AJF) 2019, program
vang diselenggarakan Lee Kuan
Yew School of Public Policy,
Institute of Policy Study, Na-
tional University of Singapore,
bekerja sama dengan Temasek
Foundation, mudah melihat
mereka saat hari-hari kerja, ju-

ga saat akhir pekan,

S udah hampir empat tahun

Yang membuat mereka, baik
para penghobi maupun para pe-
sepeda serius, tertarik adalah
adanya jalur khusus sepeda. Ke-
menterian Transportasi Singa-
pura melalui badan yang ber-
wenang, Land and Transport
Authority (LTA) bekerja sama
dengan sejumlah badan, seperti
National Park Boards atau ba-
dan yang mengelola taman dan
area konservasi, menata (kem-
bali) kota seluas 720 kilometer
persegi itu dan melengkapinya
dengan jalur sepeda.

Dalam laman resmi LTA di-
sebutkan, sampai dengan 2030,
Singapura akan memiliki 700
km jalur sepeda yang terben-
tang di seluruh negeri. Dana
yang digelontorkan juga tidak
main-main, puluhan juta dollar
Singapura, untuk membangun
jalur sepeda yang aman dan
nvaman. Jalur itu terbentang di
sekitar kawasan perumahan,
lalu menghubungkan kawasan
taman dan hutan kota hingga ke
pusat kota.

Targel yang diluncurkan pa-
da 2009 oleh LTA itu sasaran
awalnya adalah di kawasan per-
mukiman (Housing and Deve-
lopment Board/HDB Towns).
Selanjutnya, setahun kemudian
muncul program National Cyc-
ling Plan atau program sepeda
nasional, yang dikerjakan ber-
sama antara LTA, NPC (badan
pengelola taman dan hutan ko-
ta dan area konservasi), dan
Urban Redevelopment Autho-
rity (URA) atau badan yang
berwenang atas penataan kota.

Jalur sepeda dibangun de-
ngan cara mengurangi lajur ja-
lan atau menata ulang jalur
yang semula hanya ada untuk
pejalan kaki. Di kawasan per-
mukiman ada jalur khusus de-
ngan tanda-tanda yang banyak
dan jelas bagi sepeda dan mem-
beri peringatan bagi kendaraan
lain, tanda kecepatan, hingga
pohon-pohon peneduh sehing-
ga para pengguna sepeda bisa
melaju lancar karena faktor ke-
selamatan dan keamanan di-
perhatikan. Di taman-taman
kota ada jalur bertuliskan park
connector network (PCN) atau
jaringan jalan sepeda yang
menghubungkan antartaman,

Setiap lajur diberi tanda se-
hingga diharapkan pengguna
tidak salah jalan. Di setiap sta-
siun MRT ataupun permukim-
an dan pusat perbelanjaan di-
siapkan rak-rak untuk parkir
sepeda. Saat ini jalur sepeda
yang dibangun sudah tercapai
lebih dari setengah dari target.

“Untuk di beberapa titik, se-
ring kali kami harus berbagi
jalan dengan pesepeda di jalur
pejalan kaki,” kata Dani (40)
warga Yishun.

Saling berkait

Niat dan komitmen Singa-
pura menjadikan kotanya se-
bagai kota yang ramah sepeda
demi memperlancar perjalanan
juga mengurangi polusi layak
dicontoh. Apalagi, memang tren
di dunia, banyak kota besar saat
ini menempatkan sepeda se-
bagai sarana transportasi alter-
natif selain angkutan umum.
Sebutlah di Kopenhagen, Den-

mark, atau di Be-
- |

landa dan Taiwan.

Di  Singapura,

LTA mencatat, pa-

da 2008 waktu o o
tempuh perjalan-
andengan angkut- \

an umum masih «

1,7 kali lebih lama
daripada naik ken-
daraan  pribadi.
Maka, penataan
kota dengan jalur sepeda di-
harapkan makin memberi ke-
lancaran perjalanan dan me-
ngurangi waktu tempuh bagi
warga. Program itu juga me-
lengkapi program lain vang di-
luncurkan, yaitu Walk2Ride,
program yang mendukung war-
¢a berjalan kaki di jalur pejalan
kaki. Caranya, dengan memberi
peneduh pada trotoar di radius
tertentu dari titik stasiun, halte
bus, sekolah, dan perumahan.

Dalam laporan terbaru LTA
2018, bersepeda sudah menjadi
bagian dari cara warga Singapu-
ra bermobilitas tanpa naik mo-
bil pribadi.

"Kalau saya, karena pekerja-
an, bersepeda lebih tepat pada
akhir pekan. Namun, justru sa-
ya melihat bersepeda di area
taman, seperti East Coast Park,
tidak bisa lancar. Ada banyak
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orangtua yang membawa anak-
nya bersepeda, tetapi tak mem-
beri tahu harus bersepeda di
lajur kiri supaya memberi jalan
bagi yang lain. Kalau saya tidak
hati-hati, saya bisa menabrak.
Jadi, faktor-faktor semacam itu
malah yang membuat agenda
bersepeda tidak lancar,” kata
Choonwei, warga Tiong Bahru,
yang juga teman Khaled.

Jalur lambat

Bagaimana dengan Indone-
sia? Djoko Setijowarno, peng-
amat transportasi dari Uni-
versilas Soegijapranata Sema-
rang, vang juga Ketua Bidang
Advokasi dan Kemasyarakatan
Masyarakat Transportasi In-
donesia (MTI) Pusat, menje-
laskan, mimpi semacam itu
sudah dikerjakan di sejumlah
kota besar di Indonesia. Se-
butlah Solo, Yogyakarta, Se-
marang, Surabaya, Palembang,
dan Balikpapan.

Keberadaan jalur
sepeda  diperkuat
dalam Undang-Un-
dang Nomor 22 Ta-
hun 2009 tentang
I Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, Pa-
da Pasal 25g, setiap
jalan yang diguna-
kan untuk lalu lintas
umum wajib dileng-
kapi dengan per-
lengkapan jalan berupa fasilitas
untuk sepeda, pejalan kaki, dan
penyandang cacat. Pasal 45hb,
fasilitas pendukung penyeleng-
garaan lalu lintas dan angkutan
jalan meliputi lajur sepeda. Pa-
sal 62, pemerintah harus mem-
berikan kemudahan berlalu lin-
tas bagi pesepeda.

"Pesepeda berhak atas fasi-
litas pendukung keamanan, ke-
selamatan, ketertiban, dan ke-
lancaran dalam berlalu lintas”
ujar Djoko.

Jalur sepeda yang dibangun
itu dikenal sebagai jalur lambat.
Sayang, jalur lambat tersebut
banyak yang sudah dihilangkan
untuk pelebaran jalan demi ke-
lancaran arus kendaraan ber-
motor, juga tempat parkir. Itu
membuat minat dan semangat
warga bersepeda berkurang, Di-
tambah lagi, polusi udara men-

jadi faktor penghambat orang
memilih bersepeda sehari-hari.

Jakarta dengan segala per-
kembangan transportasi umum
berencana membangun jalur
sepeda sepanjang 63 km. Itu
juga layak diapresiasi, Sebelum-
nya, meski masih minim, se-
sungguhnya sudah terbangun
jalur sepeda. Itu di antaranya di
Cipinang-Pondok Kopi sepan-
jang 6,7 km di area Kanal Banjir
Timur/KBT, Pondok Kopi Ma-
runda 14 km, Taman Ayodya-
Kantor Wali Kota Jakarta Se-
latan sekitar 2 km, Jalan Imam
Bonjol-Diponegoro  sekitar 2
km, di Gelora Bung Karno. di
Masjid Istiglal, juga Jalan Jen-
deral Sudirman. Namun, jalur
sepeda itu tidak terintegrasi
dan berkesinambungan.

Integrasi

Jika Jakarta mau memba-
ngun jaringan jalan sepeda, di-
dorong pula agar fasilitas jalur
sepeda dibangun dengan mem-
perhatikan faktor keselamatan,
keamanan, dan ramah ling-
kungan. Jaringan jalur sepeda
yang dibangun pun tidak hanya
di jaringan jalan tengah kota,
tetapi juga dimulai dari kawas-
an perumahan dan permukim-
an warga.

Sepeda juga bisa digunakan
scbagai sarana transportasi ja-
rak pendek dari rumah menuju
halte, stasiun, ataupun pasar.
Asalkan di tempat tersebut di-
sediakan lahan parkir khusus
sepeda. Pemerintah bisa mem-
buat kebijakan mewajibkan se-
mua kantor, sekolah, kampus,
pasar, pusat perbelanjaan, sta-
siun, terminal, dan halte me-
nyediakan parkir sepeda.

Lalu, karena iklim tropis
membuat Jakarta selalu dicecar
cuaca panas, pohon peneduh
sekaligus jalur hijau di sepan-
jang jalur sepeda didesak untuk
diadakan. Untuk mewujudkan
itu semua, memang, perenca-
naan yang matang diperlukan.
Supaya Jakarta juga bisa me-
nempatkan diri sebagai kota ra-
mah sepeda, sepeda harus jadi
sarana alternatif yang dipilih
untuk transportasi sehari-hari
yang ramah lingkungan, sela-
mat, aman, dan berkelanjutan.




